
WALIKOTA AMBON 
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA 
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENDAHULUI 
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa adanya kebutuhan pengeluaran yang sangat
mendesak pada tahun anggaran 2022 dalam rangka 
penyelesaian beban kewajiban Pemerintah Kota Ambon 
terhadap belanja Tahun Anggaran 2021 yang hams 
diselesaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam humf a, perlu menetapkan Peraturaft W&fikota 
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Црп Belfcnja 
Daerah Mendahului Penetapan Pembahan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 
Anggaran 2021;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam 
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. UndangJJndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3137);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2007 tentang Tata 
Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia tahun 2011 Nomor 525);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 565);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah tahun Anggaran 2022;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781);



Menetapkan

21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 
Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daeah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambn Nomor 294);

22. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 6);

23. Peraturan Walikota Ambon Nomor 67 Tahun 2021 tntang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 
2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENDAHULUI
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Ambon.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota yang 
selanjutnya disingkat APBD Kota adalah APBD 
Kota Ambon.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2

(1) Peraturan Walikota Ambon dimaksudkan sebagai landasan 
pelaksanaan APBD mendahului Penetapan Perubahan 
APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2022.

i-



(2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk merealisasikan 
pengeluaran sangat mendesak dalam rangka penyelesaian 
beban kewajiban Pemerintah Kota Ambon terhadap 
kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2021 yang belum 
terealisasi

BAB III

DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MENDAHULUI

Pasal 3

Revisi anggaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja mendahului APBD Kota Ambon Tahun Anggaran
2021 sebagai berikut:

a. Revisi belanja operasi sebesar Rp.905.225.720,202,- 
(sembilan ratus lima milyar dua ratus dua puluh lima juta 
tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus dua rupiah);

b. Revisi belanja modal sebesar Rp.233.075.939.080,- (dua 
ratus tiga puluh tiga milyar tujuh puluh lima juta sembilan 
ratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah); dan

c. Revisi belanja tidak terduga sebesar Rp.35.711.726.415,- 
(tiga puluh lima milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus 
dua puluh enam ribu empat ratus lima belas rupiah).

BAB IV

PENGELUARAN YANG DILAKSANAKAN MENDAHULUI 
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 4

Pengeluaran yang dilaksanakan mendahului perubahan APBD 
Tahun Anggaran 2022 antara lain:

a. penyelesaian kewajiban Pemerintah Kota Ambon terhadap 
kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang belum terealisasi 
kepada pihak penyedia; dan

b. penyesuaian anggaran kas belanja SKPD;

Pasal 5

Pengeluaran yang dilaksanakan mendahului Penetapan 
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 selanjutnya akan 
diadministrasikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 
2022.



BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah.

Ditetapkan di Ambon 
pada tanggal 7 Februari 2022

D LOUHENAPESS^


